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Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menemukan bahwa
pemberian bantuan sosial tidak tepat sasaran, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintah
daerah.

Anggota BPK RI periode 2019-2024, Achsanul Qosasi mengatakan, data kemiskinan
yang dipakai untuk memberikan bantuan sosial adalah data Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2014.

"Bansos tidak tepat sasaran. Data kita sangat lemah. Data kemiskinan yang dipakai
adalah data TNP2K 2014," kata Qosasi seperti dikutip dari Twitter pada Senin, 11 Mei 2020.

Menurut dia, pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ini diserahkan
kepada masing-masing pemerintah daerah yang memiliki kepentingan melayani rakyatnya
seharusnya dilakukan setiap 6 bulan.

Namun, kata dia, BPK sudah memeriksa DTKS tahun 2018 bahwa hasilnya dari 514
Kabupaten/Kota hanya ada 29 Kabupaten yang tertib melakukan pembaharuan data setiap 6
bulan. "Sisanya hanya mengesahkan yang ada, dan dominan unsur politik di daerah," ujarnya.

Menurut dia, tidak adanya pembaruan data akhirnya banyak data yang tidak sepadan,

tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi syarat bantuan sosial.
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"Ada 20 juta lebih tanpa NIK, tapi menjadi KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Di
sinilah letak masalahnya," jelas dia.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Il Tahun 2019, BPK memeriksa
kinerja pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2018-triwulan 111 tahun 2019
dilaksanakan pada Kementerian Sosial dan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,

serta Nusa Tenggara Timur.

Permasalahan

Alhasil, BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial di
antaranya pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai dalam menghasilkan data input
yang berkualitas untuk penyaluran bantuan sosial.

BPK menilai Kementerian Sosial mempunyai keterbatasan dalam melakukan koordinasi
pelaksanaan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta belum
mempunyai mekanisme untuk memastikan pelaksanaan verifikasi dan validasi sesuai dengan
standar yang ditetapkan.

"Akibatnya, DTKS yang ditetapkan oleh Kemensos sebagai dasar penyaluran program
bantuan sosial menjadi kurang andal dan akurat,” tulis Laporan IHPS 11 2019 BPK RI.

Untuk itu, permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah kekurangan penerimaan
pada Kementerian Sosial atas sisa saldo program pemerintah (saldo tersimpan di Kartu Keluarga
Sejahtera pada Program Bantuan Pangan NonTunai dan Program Keluarga Harapan) di rekening
bank penyalur yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp843,77 miliar.

"Sebagian sudah dikembalikan ke Kas Negara. Itu posisi saat temuan,” kata Qosasi..
(Diringkas  dan  dikutip  dari  https://www.viva.co.id/berita/nasional/1215669-potensi-

penyimpangan-bpk-temukan-20-juta-penerima-bansos-tanpa-nik)
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Catatan:

» Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa
uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko
sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa
yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak Kkrisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak
diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam
kondisi wajar.

Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial
kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan
dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai
“individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil
sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar
dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan
bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi
individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada
calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas

dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan;

Stbbag Hukum BPK Perweakilan Provinst Kalimantan Selatan



Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau
diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko
Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial,
perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan
kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

Pada Pasal 25 disampaikan,

v' Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang
mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara
wajar.

v' Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.

v' Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf ¢
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang
mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya.

v/ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

v' Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6)
huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap
orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai
sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak
bagi kemanusiaan.

v' Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf
f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai

berikut:
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v/ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh
penerima bantuan sosial.

v' Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang
yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak
miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia,
terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak
mampul.

v/ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan
kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak
mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian
kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang
mampul.

» Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non
Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non

Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
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